BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten °di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor :
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
g









Pasal 4

(1) Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 disusun
dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN;
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BABV : PENUTUP.
(2) Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun

RKA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 86
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 86 TAHUN 2022
TANGGAL: 2 AGUSTUS 2022

RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia (UU No. 25 Th 2004-SPPN) dimana
perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan
pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang
keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan
masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan acuan perencanaan
kegiatan selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan amanat dari mengacu
rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), RPJMD dan Renstra tahun
2018-2023. Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2022 melalui pembangunan infrastruktur,
percepatan peningkatan ekonomi dan pengentasan, pengangguran,
peningkatan pencapian IPM, pertumbuhan ekonomi, dukungan terhadap
percepatan pencapaian Universal Akses dan optimalisasi pemanfaatan
daerah dengan program/kegiatan prioritas lainnya berdasarkan
aspirasi/partisipasi masyarakat melalui musrenbang.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dokumen
perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode
satu (1) tahun, yang memuat Kkebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.















































































































































































































5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2022 dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2022. Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan
tindakan, karena rencana Strategis yang telah disusun. Dukungan dan
partisipasi aktif seluruh pejabat (SKPD) yang terkait dan staf serta
masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang kita perlukan agar tindakan kita
berjalan dengan lancar.

Dokumen Renja (Rencana Kerja) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2022 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman yaitu : perumusan kebijakan teknis di bidang
perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan kebijakan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman pelaksanaan
administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya disusun berdasarkan kepada dokumen RENSTRA
(Rencana Strategis) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun
2018-2023 maupun PERUBAHAN RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023 serta dokumen
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Pasuruan Tahun

2022 sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF





